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Fenomena Lingkaran Kemiskinan:
Analisis Ekonometrika Regional

Jaka Sumanta
L

Dengan melihat fokto edanyo disparitas kemiskinan aniardoerah
yang terus lerjaga dari tahun ke tahun, penelitian ini bertujuan univk
menelurusi kemungkinagn adanyo fenomena lingkaran kemiskinan
{poverty circle) di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan ekono-
melrika yaitu persamaan simultan dengan metodo weighted 1wo stoges
least squares. Hasilnya mengarah pada adonys fenomena lingkaran
kemiskinan di indonesia yaitu bahwa “tingkol kemiskinan sualu doerah
merupakon fenomena penyebab don sekaligus akibal™ seperti yang
dinyalokon ofeh Nurkse. Namun demikion, berbedo dengan teori Nurkse
yang cenderung pesimis terhadop mosc depan daerah yang tertinggai,
penelition ini menghositkan madel lingkaran kemiskinan yang lebih
opiimis. Ada peluang bagi daerah yong restinggal untuk keluer dati
jebakan kemiskinan gpobile mampu melakukan kebijokan anti
kemiskinan yang mencakup paker sumber daya monusia, prasarana
dosar, struktur perekonomian dan torg pemeriniahan di doerah,

Kata kunci: kemiskinan, teori Nurkse, ekonomelii regional

Kemiskinan merupakan salah satu
masalah pokok dalam pembangunan di
Indonesta.Badan Pusat Statistik {BP5 2002}
mencatat jumlah penduduk miskin pada
tahun 2002 masih cukup besar yaitu men-
capai 38,4 juta jiwa atau 18,2 persen dari
jumlah pendugduk Indonesia. Besarnya
jumlah penduduk miskin berpotensi men-
ciptakan permasalahan sosial yaitu me-
nurunnya kualitas sumber daya manusia,
mungculnya ketimpangan dan kecembu-
ruan sostal, terganggunya stabilitas sosial
dan politik dan meningkalnya angka kri-

minalitas. Pada gilirannya, kondisi tersebut
menghambat perkembangan ekonomi
nasional dan menyulitkan Indonesia keluar
dari ketertinggalan.

Begitu pentingnya persoalan kemis-
kinan sehingga tidak mengherankan bila
banyak studi 1elah dilakukan untuk ber-
bagat topik dan kasus kemisksnan di Indo-
nesia. Berbagai studi tersebul pada awal-
nya terfokus pada metoda pengukuran
kemiskinan dan kemudian berkembang
dan mengarah pada analisis mengenai
akar masalah kemiskinan. Namun demi-
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kian, studi kemiskinan mengenai disparitas
tingkat kemniskinan antardaerah dan faktor-
faktor penyebabnya masih belum banyak
dilakukan.

Permasalahan kemiskinan di Indo-
nesia tidak hanya menyangkut besarnya
jumtah penduduk miskin, tetapi juga ting-
ginya disparitas antardaerah. Sebagaimana

Tabel 1
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ditunjukkan pada Tabel 1, Provinsi Papua
dan Nusa Tenggara Timur (NTT) selalu
menempati urutan teratas dalam tingkat
kemiskinan selama 1999-2002, semientara
DKl Jakarta dan Bali menempati urutan
terbawah. Tidak banyak perubahan yang
terjadi pada posisi provinsi-provinsi lain.
Kondisi ini mengarahkan pada dugaan

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (%)
per Provinsi Tahun 1999-2002

Nama Provinsi 15999 2000 2001 2002
Sumatera Utara 16,74 13,05 11,73 15,84
Sumatera Barat 13,24 11,43 15,16 11,57
Riau 14,00 10,38 10,06 13,61
Jambi 26,64 21,15 19,71 13,18
Surnatera Selatan 23,53 17,37 1573 21,11
Bengkulu 19,79 17,83 21,65 22,70
Lampung 29,11 30,43 24,9 24,05
DKI Jakarta 3,99 4,96 314 342

Jawa Barat 19,78 15,40 15,69 12,60
Jawa Tengah 2846 21,16 22,07 23,06
Dl Yogyakarta 26,10 33,39 24,53 20,14
Jawa Timur 25,47 22,77 21,64 21,9
Bali 853 568 7.87 6,89
NTB 32,96 28,13 3043 27,76
NTT 46,73 36,52 33,0 30,74
Kalimantan Barat 26,17 29,42 19,23 15,46
Kalimantan Tengah 15,06 11,97 11,72 11,88
Kalimantan Selatan 14,37 13,03 11,92 8,51

Kalirmantan Timur 20,16 16,30 14,04 12,20
Sulawesi Utara 18,19 13,03 16,36 17,39
Sulawesi Tengah 28,69 24,51 25,29 24,89
Sulawesi Selatan 18,32 15,44 16,50 15,88
Sulawesi Tenggara 29,51 23,48 25,20 24,22
Papua 54,75 46,35 41,80 411,80
Rata-rata 23,51 20,15 19,14 18,37
Standar Deviasi 11,19 10,06 8,60 8,46

Sumnber:Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002, BP5 {2002)
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bahwa dispamas kemiskinan antardaerah
tetap terjadi dari tahun ke tahun dan bahwa
selama pernode tersebut daerah miskin sulit
keluar dari masalah kemiskinannya. Kon-
disi seperti ini pernah diungkapkan oleh
Nurkse Uhingan 2000) dan dikenal seba-
gai Teori Nurkse.

Fenomena menarik lain muncul
ketika persoalan disparitas kemiskinan
tersebut disandingkan dengan variabel
produk domestik regional bruto (PDRB}
per kapita sebagai proksi dari pendapatan
per kapita, Pada tahun 1999, jumiah pen-
duduk miskin di Provinsi NTT mencapai
46,73 persen dari populasinya, sementara
di Provinsi DKl hanya sebesar 3,99 persen
Sebaliknya, PDRB per kapita NTT hanya
sebesar Rp740.000.- pertahun sedangkan
DK mencapai Rps.010.000,- pertahun atau
lebih dari delapan kali lipat. Fenomena ini
mengarahkan pada dugaan akan adanya
hubungan terbalik antara tingkat kemis-
kinan sualu daerah dengan pendapatan
per kapita daerah, Hubungan tersebut
dapat bersifat satu arah seperti yang 1elah
dibuktikan oleh Sumanta {2003} atau ber-
sifat dua arah {(melingkar}.

Berdasarkan kondisi perkembangan
kemiskinan antardaerah tersebut, muncul
pertanyaan “apakah hubungan antara
tingkat kemiskinan suatu daerah dengan
pendapatan per kapita daerah di Indonesia
bersifat satu arah atau dua arah?” Denc an
kata lain apakah ada fenomena “karena
suatu daerah memiliki pendapatan per
kapita rendah maka daerah tersebut
memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi;

atau juga “karena suatu daerah memiliki
tingkat kemiskinan yang tinggi maka
daerah 1ersebut memaliki pendapatan per
kapila yang rendah’ Penelitian ini beriu-
juan untuk membuktikan adanya feno-
mena lingkaran kemiskinan di Indonesia
melalui permodelan ekonometrika seba-
gaimana dikemukakan olebh Nurkse, dan
menguji daya prediksi dari model terse-
but unwuk digunakan sebagai alat simu-
Iasi atau proyeksi bagi keperluan peren-
canaan pembangunan khususnya dalam
program pengentasan kemiskinan.

KERANGKA TEORI

Definisi dan Dimensi Kemiskinan

Ketika orang berbicara mengenai
kemiskinan, biasanya yang dimaksud ada-
lah kemiskinan ekonomi. Dengan penger-
tian ini, sesecrang dikategorikan miskin
apabila tidak mampu memenuhi standar
minimum kebutuhan pokok untuk dapat
hidup secara layak, baik kebutuhan makan-
an maupun non makanan. Badan Pusat
Statistik (BPS) sebagai penyedia data ke-
miskinan secara resmi menggunakan defi-
nisi dimaksud. Oleh karena itu, penelitian
ini selanjutnya mengacu pada definisi
kemiskinan tersebut’.

Namun demikian, pendapat para ahli
dan lembaga internasional mengenai ke-
miskinan sebenarnya amat beragam.
Kemiskinan diartikan lebih luas dari seke-
dar dimensi ekonomi karena juga terma-
suk dimensi lain. Badan Koordinasi Kelu-
arga Berencana Nasional atau BKKBN

Memang defingsi ini betguna dan akan terus dipakai untuk mengularr kenajuan tingiat kesejaht ma ket
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akan Letapi definni tu sering dipandang para sasiolog tidak ¢ukup unmuk memahami realilas kemiskinan yang

webenarmnya ({ahyat 2004)
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{Cahyat 2004} memandang kemiskinan
sebagai ketidakmampuan memenuhi
kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial
psikologis, antara lain dengan mema-
sukkan penilaian “tidak melaksanakan
kegiatan ibadah dan kegiatan sosial ma-
syarakat” sebagai salah satu indikator ke-
miskinan. United Nation Development Pro-
gram (UNDP) mendefinisikan kemiskinan
sebagai ketidakmampuan untuk mem-
perluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara
lain dengan memasukkan penilzian “tidak
adanya partisipasi dalam pengambilan
keputusan publik® sebagai salah satu
indikatar kemiskinan (Cahyat 2004).

Definisi kemiskinan dengan demi-
kian mengalami pergeseran bersamaan
dengan bertambahnya pengetahuan ten-
tang kemiskinan dan faktor-faktor penye-
babnya dalam beberapa dekade terakhir.
Pada awal 1990-an definisi kemiskinan telah
diperluas tidak hanya berdasarkan ling-
kat pendapatan, tapi juga mencakup keti-
dakmampuan di bidang kesehatan, pen-
didikan dan perumahan. Dalam penger-
tian tersebut telah diakui adanya interaksi
dan hubungan sebab-akibat antara ber-
bagai dimensi kemiskinan. Cahyat (2004)
juga menyatakan bahwa di penghujung
abad 20 muncu! pengertian terbaru me-
ngenai kemiskinan yaitu bahwa kemnis-
kinan juga mencakup dimensi kerentanan,
ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan
untuk menyampaikan aspirasi fvoicelessness).
Jadi kemiskinan berwajah majemuk atau
bersifat multi dimensi.

Penyebab Variasi Kemiskinan

Todaro {19597) menyebutkan bahwa
variasi kemiskinan antarnegara disebabkan
oleh beberapa faktor yaitu: {1) perbedaan
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geografis, jumiah penduduk dan tingkat
pendapatan, (2) perbedaan sejarah, seba-
gian dijajah oleh negara yang berlainan,
(3) perbedaan kekayaan sumber daya alam
dan kualitas sumber daya manusia, {4} per-
bedaan peranan sektor swasta dan negara,
{5) perbedaan struktur indusiri, (6) perbe-
daan derajat ketergantungan pada ke-
kuatan ekonomi dan politik negara l3in,
dan (7) perkedaan pembagian kekuasaan,
struktur politik dan kelembagaan dalam
negeri.

Jhingan (2000) mengemukakan tiga
ciriutarna negara berkembang yang menu-
rutnya menjadi penyebab dan sekaligus
akibat, yang saling terkait, dari kemiskinan
yang terjadr. Ciri pertama, prasarana dan
sarana pendidikan yang lidak memadai
sehingga menyebabkan tingginya jumlah
penduduk buta huruf dan tidak memiliki
ketrampilan atau keahlian. Ciri kedua, sara-
na kesehatan dan pola konsumsi buruk
sehingga hanya sebagian kecil penduduk
yang bisa menjadi tenaga kerja produktif.
Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi
menjadi terhambat,

Ciri ketiga adalah penduduk terkon-
sentrasi di sektor pertanian dan pertam-
bangan dengan metode produksi yang
telah usang dan ketinggalan zaman. Hal
ini terjadi karena penduduk tidak memi-
liki pilihan lain. Kepemilikan tanah rata-
rata per petani cukup sempit dan sebagai
akibatnya mereka terpaksa hidup pada
tingkat yang hanya cukup untuk sekedar
hidup. Produktivitas tenaga kerja juga
rendah. Pekerjaan yang seharusnya dapat
dilakukan oleh sejumiah orang tertentu
kemudian menjadi dikerjakan oleh lebih
banyak orang tanpa berdampak pada
peningkatan output.
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Berdasarkan pendapat para ahli eko-
nomi pembangunan, secara garis besar
dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor
penyebab terjadinya variasi tingkat ke-
miskinan antarwilayah dalam suatu negara
mencakup {1) perbedaan sumber daya
manusia, (2} perbedaan pemanfaatan
sumber daya alam, (3) perbedaan keterse-
diaan sarana dan prasarana dasar, (4) karak-
teristik pasar, dan (5} perbedaan kualitas
kelernbagaan pemerintahan. Lima faktor
tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai
variabel eksogen, yang pengaruhnya ter-
hadap variabel endogen terutama tingkat
kemiskinan antardaerah akan dikaji pada
penelitian ini,

Teori Lingkaran Kemiskinan

Jhingan (2000} dan Kuncoro (2003)
mengutip pendapat Nurkse bahwanegara
atau daerah yang tingkat kemiskinannya
tinggi umumnya terjerat ke dalam ling-
karan kemiskinan. Lingkaran kemiskinan
menurut Nurske merupakan deretan ke-
kuatan-kekuatan yang melingkar dan
berinteraksi satu dengan lainnya sede-
mikian rupa sehingga menempatkan suatu
negara atau daerah yang memiliki tingkat
kemiskinan tinggi untuk tetap berada

dalam kondisi tertinggal. Kondisi tersebut
menjadikan kemiskinan sebagai sebab
sekaligus akibat,

Lingkaran kemiskinan berangkat dari
fakta bahwa produkiivitas total di negara
atau daerah miskin sangat rendah sebagai
akibat dari keterbatasan modal, ketidak-
sempurnaan pasar dan ketertinggalan
ekonomi.

Gambar 1 memperlihatkan dua ling-
karan kemiskinan dilihat dari sisi permin-
taan {demand) dan penawaran (supply).
Dari sist permintaan (Gambar 1 bagian
kiri), rendahnya tingkat pendapatan riil
menyebabkan permintaan menjadi ren-
dah sehingga pada gilirannya tingkat
investasi pun rendah. Pada gilirannya,
rendahnya tingkat investasi menyebab-
kan rendahnya modal dan produktivitas
yang tercermin dalam rendahnya penda-
patan riil, Dari sisi penawaran {Gambar 1
bagian kanan), pendapatan riil rendah
berarti tingkat tabungan juga rendah
sehingga menyebabkan rendahnya
tingkat inveslasi dan keterbatasan ke-
tersedtaan modal. Pada gilirannya kondisi
tersebut bermuara pada rendahnya pro-
duktivitas sehingga menyebabkan ren-
dahnya pendapatan riil.

Gambar1
Lingkaran Kemiskinan

Produktivitas

] Rendah l

Modal Rendah

I I

—_—

Rendah

Kurang Pendapatan

Investasi Permintaan
Rendah

Produktivitas

Kurang Pendapatan
Modal Rendah
Investasi Tabungan

Rendah Rendah
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Jhingan (2000) memberi catatan kak
pada saat menjelaskan lingkaran kemis-
kinan Nurske dengan mengutip pendapat
Profesor Bauer dalam bukunya yang ber-
judul Dissent on Development. Catatan
kaki tersebut menyatakan bahwa tesis
lingkaran kemiskinan tidak berdasar
karena secara meyakinkan disangkal oleh
bukti empiris.la menunjukkan bahwa kalau
tesis itu memang benar, maka banyak
individu, kelernpek dan masyarakat tidak
akan dapat bangkit dari kemiskinan menu-
ju kemakmuran sebagaimana tefah terjadi
di seluruh dunia,

Pengukuran Kemiskinan

Metode penghitungan penduduk
miskin yang dilakukan BP5S sejak pertama
kali hingga saat ini menggunakan pende-
katan yang sama yaitu pendekatan kebu-
tuhan dasar (basic needs). Dengan pende-
katan ini,kemiskinan didefinisikan sebagai
ketidakmampuan dalam memenuhi kebu-
tuhan dasar. Dengan kata 1ain, kemiskinan
dipandang sebagai ketidakmampuan dari
sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
makanan maupun non makanan yang
bersifat mendasar. Berdasarkan pendekat-
an tersebut, indikator yang digunakan
adalah Head Count Index [HCI) yaitu jum-
lah dan persentase penduduk miskin yang
berada di bawah garis kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan

Dalam buku Seri Publikasi Susenas
Mini yang dikeluarkan BPS (1959) disebut-
kan babwa jumlah dan persentase pendu-
duk miskin dihitung berdasarkan tingkat
pengeluaran per kapitanya. Mereka yang
memiliki tingkat pengeluaran lebih rendah
dari GK dikategorikan sebagai penduduk
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miskin. Garis kerniskinan, sebagai standar
kebutuhan dasar, terdiri dari dua kompo-
nen yaitu batas kecukupan makanan dan
non-makanan. GK ini pada prinsipnya ada-
lah swatu stendar minimurn yang diperiu-
kan oleh sesearang untuk memenuhi kebu-
tuhan minimum makanan dan non-
makanan selama satu bulan.

Indikator Kemiskinan Daerah P, P,
danP,

Analisis kemiskinan dengan hanya
menggunakan indikator jumlah dan per-
sentase penduduk miskin (P} seperti yang
diukur melalui HCI dipandang belum
mencukupi. HCl memang dapat membe-
rikan informasi tentang proporsi pendu-
duk yang hidup di bawah garis kemiskinan
namun tidak dapat mengindikasikan sebe-
rapa miskin penduduk miskin tersebut. Hal
ini mengingat ukuran yang digunakan
dalam HC! tidak berubah jika seorang
miskin menjadi lebth miskin. Ukuran
tersebut juga tidak mampu menggam-
barkan variasi tingkat kemiskinan di antara
penduduk miskir.

Selain HCl, indikator [ain yang digu-
nakan untuk mengukur tingkat kemis-
kinan adalah indeks kedalaman kemis-
kinan {poverty gop index) atau P, dan indeks
keparahan kemiskinan {distributionally
sensitive index) atau P, yang dirumuskan
oleh Foster-Greer-Thorbecke {Tambunan
2001). Indikator P, mengukur kesenjangan
{jarak) rata-rata antara pengefuaran masing-
masing penduduk miskin dan GK. Semakin
tinggi P, berarti semakin jauh jarak antara
rata-rata pengeluaran penduduk miskir
dan garis kemiskinan, Sebagai contoh, dua
daerah A dan B memiliki P, yang sama
tetapi daerah A memiliki P, yang lebih

o
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tinggi dibanding daerah B, Hal ini menun-
jukkan bahwa walau persentase penduduk
miskin di kedua daerah tersebut sama, pen-
duduk miskin di daerah A secara rata-rata
lebih miskin dibanding penduduk miskin
di daerah B.

Indikator P, merupakan ukuran pe-
nyebaran pengeluaran di antara penduduk
miskin. Semakin tinggi nilai P, berarti
pengeluaran di antara penduduk rmiskin
semakin menyebar dari nilai rata-ratanya.
Sebagai contoh, dua daerah A dan B memi-
liki P, dan P, yang sama tetapi daerah A
memiliki P, yang lebih tinggi dibanding
daerah B. Hal ini berarti persentase pendu-
duk miskin kedua daerah tersebut sama dan
secara rata-rata penduduk miskin di kedua
daerah tersebut sama miskinnya. Namun
demikian tingkat kemiskinan penduduk
miskin di daerah A lebih beragam diban-
ding daerah B. Dengan demikian P, meru-
pakan ukuran tingkat keparahan kemis-
kinan.

METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Maodel

Sesuai hipotesis dan teori lingkaran
kemiskinan Nurkse yang telah diuraikan
sebelumnya, terdapat empat hubungan
variabel endogen pembentuk lingkaran
yang bisa menjadi alat untuk membuk-
tikan berlakunya lingkaran kemiskinan.
Keempat hubungan tersebut adalah:

(1) Variabel tingkat kemiskinan dan pen-
dapatan per kapita, yaitu bahwa ting-
kat kemiskinan suatu daerah meru-
pakan fungsi dari pendapatan per
kapita daerah tersebut dan sekum-
pulan variabel penjelas lainnya.
Hubungan ini selanjutnya disebut
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persamaan kemiskinan.

{2) Variabel pendapatan per kapita dan
investasi per kapita, yaitu bahwa pen-
dapatan per kapita suvatu daerah
merupakan fungsi dari investasi per
kapita daerah tersebut dan sekum-
pulan variabel penjelas lainnya.
Hubungan ini selanjutnya disebut
persamaan pendapatan.

{3} Variabel investasi per kapita dan per-
mintaan domestik per kapita, yaitu
bahwa investasi per kapita suatu dae-
rah merupakan fungsi dari permin-
taan domestik per kapita dan sekum-
pulan variabel penjelas lainnya.
Hubungan ini selanjutnya disebut
persamaan investasi,

{4) Variabel permintaan domestik per
kapita dan tingkat kemiskinan, yaitu
bahwa permintaan domestik per
kapita suatu daerah merupakan
fungsi dari tingkat kemiskinan dan
sekumpulan variabel penjelas lainnya.
Hubungan ini selanjutnya disebut
persamaan permintaan.

Gambar 2 menyajikan fenomena
lingkaran kemiskinan dengan pola tidak
langsung yang dapat dijelaskan sebagai
berikut: daerah yang memiliki pendapatan
per kapita rendah menyebabkan daerah
tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang
tinggi yang kemudian berturut-turug
menyebabkan permintaan domestik per
kapita rendah,investasi per kapita rendah,
dan pada gilirannya kembali menyebab-
kan pendapatan per kapita rendah.

Lingkaran kemiskinan tersebut ha-
rus melibatkan sekumpulan variabet pen-
jelas lainnya agar secara ekonometrika
dapat teridentifikasi. Dalam penelitian ini,
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Gambar2
Rancangan Awal Modal

- Pendapatan Per Kapita

v

Tingkat Kemiskinan | +——

Karakteristik Daerah :
SDM, SDA, Infrastrulcur,
Pasar dan Kelembagaan

— | Investas| Per Kapita

1

. 3 | Permintaan Dormestik Per Kapita

sekumpulan variabel penjelas lain yang
dimaksud di atas disandarkan pada teori
Todaro (1997), Jhingan {2000} dan Kuncoro
(2003}). Varniabel-variabel tersebut terkait
dengan karakteristik daerah yaiw: (1) sum-
ber daya manusia, (2) pemanfaatan sum-
ber daya alam, {3} ketersediaan sarana dan
prasarana dasar, (4} karakteristik pasar, dan
(5) kualitas kelembagaan pemerintahan.
Berdasarkan uraian di atas, dibangun
model persamaan simultan yang akan
digunakan dalam penelitian ini. Model
tersebut diformulasikan sebagai berikut:

E1: P, = C+C, “YKAP + AT{JKDI() +u,

n

E2: YKAP,

ot G, "IKAP + A2 KD2() +v,
E3: IKAP, = C, +C, "DKAP, +A3(JKD30) + w,

E4: DKAP, = C,+C,"P", + A4()"KDA() +2,

dimana:

i = daerah/provinsi,

t = tahun,

C = parameter,

uv,w.z = error dugaan,

P* = indikaior kemiskinan P, P, atau
P

YKAP = pendapatan per kapita,

IKAP = investasi per kapita,

DKAP = permintaan domestik per kapita,

KD1{} = sekelompok variabel karakteris-
tik daerah yang mempengaruhi
tingkat kemiskinan,

KD2{)= sekelompok variabel karakteris-
tik daerah yang mempengaruhi
pendapatan per kapita,

KD3{)= sekelompok variabel karakteris-
tik daerah yang mempengaruhi
investasi per kapita, dan

KD4{)= sekelompok variabel karakteris-
tik daerah yang mempengaruhi
permintaan domestik per kapita.

KO1(), KD2{), KD3() dan KD4[.) masing-
masing berbentuk vektor kolom, sedang-
kan A1(), A2(), A3(} dan A4() masing-
masing adalah parameter dalam bentuk
vektor baris.

Sesuai teori lingkaran kemiskinan
Nurske, asumnsi a priori dari tanda C ada-
lah negatit karena naiknya pendapatan per
kapita akan menurunkan tingkat ke-
miskinan; C,, adalah positil karena naik-
nya investasi per kapita akan meningkat-
kan pendapatan per kapita; C,, adalzh
positif karena naiknya permintaan pen-
dapatan per kapita akan meningkatkan
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investasi per kapita; dan C,, adalah nega-
tif karena naiknya tingkat kemiskinan
akan menurunkan permintaan domestik
per kapita. Perlu digarisbawahi bahwa P¢
bisa berupa P, (HCI), P, (tingkat kedalaman
kemiskinan} atau P, {tingkat keparahan
kemiskinan) sehingga diharapkan akan
ada tiga lingkaran kemiskinan yaitu ling-
karan kemiskinan P, P, dan P, ,

Konsep dan Definisi Variabel

Variabel dalam model terbagi atas
variabel endogen dan variabel predeter-
minan dan disajikan pada Tabel 2, Faktor
sumber daya manusia {(SOM) dikonsepkan
sebagai salah satu faktor produksi utama
dalam pembentukan output atau nilai
tambah ekonomi suatu daerah. Dalam
penelitian ini, faktor SDM mencakup varia-
bel kepadatan penduduk, tingkat pendi-
dikan dan tingkat kesehatan masyarakat.
Secara a priori, keliga variabel tersebut
diharapkan memiliki parameter bertanda
negatif dalam A1(.) karena peningkatan
jumlah dan kualitas SDM akan menurun-
kan kemiskinan, Dalam A2{.},A3()dan A4{),
parameter ketiga variabel tersebut diha-
rapkan bertanda positif karena peningkat-
an jumlah dan kualitas SDM akan mening-
katkan pendapatan per kapita, investasi
per kapita dan permintaan per kapita.

Faktor sumnber daya alam (SDA} dikon-
sepkan sebagai ketergantungan masyara-
kat pada karunia alam yaitu melalui sektor
penanian dan sektor pertambangan dan
galian dalam perekonomian daerah.
Dalam penelitian ini, faktor SDA mencakup
variabel peran sektor primer dalam per-
ekonomian dan variabel output sektor
primer per km? luas wilayah. Secara a priori,
parameter faktor SDA diharapkan bertanda

=
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positif dalam A1{) karena kenaikan keter-
gantungan terhadap sektor primer akan
mengurangi produktivitas rata-rata pendu-
duk dan akhimya akan menyebabkan ting-
ginya kemiskinan, Dalam A2(), A3[) dan
A4(}, parameter faktor SDA diharapkan ber-
tanda negatif karena kenaikan ketergan-
tungan terhadap sektor primer dan selan-
jutnya penurunan pada produktivitas rata-
rata penduduk akan menurunkan tingkat
pendapatan, investasi dan permintaan.

Faktor ketersediaan sarana dan pra-
sarana {infrastruktur} dikonsepkan seba-
gai fasilitas kernudahan yang diperlukan
masyarakat untuk melakukan aktivitas
ekonomi. Dalam penelitian ini, faktorinfra-
struktur mencakup vanabel ketersediaan
akses jalan danlistrik Secara a priori, para-
meter vartabel ketersediaan akses jalan
dan listrik diharapkan bertanda negatif
dalam A1{.) karena semakin banyaknya
fasilitas kemudahan bagi masyarakat
untuk melakukan aktivitas ekonomi akan
menyebabkan penurunan kemiskinan.
Dalam A2(.), A3(.} dan A4{), parameter
variabel yang sama diharapkan bertanda
positif karena semakin banyaknya fasilitas
kemudahan bagi masyarakat untuk mela-
kukan aktivitas ekonomi akan meningkat-
kan pendapatan, investasi dan permintaan
masyarakat.

Faktor karakteristik pasar dikonsep-
kan sebagai kondisi yang menggambarkan
fluktuasi perekonomian daerah. Dalam
penelitian ini, faktor karakteristik pasar
mencakup variabel tingkat harga dan
variabel upah riil yang diterima rnasyara-
kat. Secara a priori, parameter dari variabel
tingkar harga diharapkan benanda positif
dalam A1{) karena tingginya tingkat
harga akan menyebabkan meningkatnya
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Konsep dan DefinisiVariabel

Variabel Endogen | -

Indikator

1. Permintaan per kapita

A. | Tingkat Kemiskinan daerah
1. Persentasi penduduk miskin Persentase penduduk miskin (PO)
2 Tingkat kedalaman kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
3. Tingkat keparahan kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
B. | Faktor Pendapatan
1. Pendapatan per kapita Produk domestik regional bruto
atas dasar harga kenstan per kapita
C. | Faktor Investasi
1. Inwvestasi per kapita Pembentukan modal tetap domestik
atas dasar harga konstan per kapita
D. | Faktor Permintaan Permintaan domestik atas dasar

harga konstan perkapita

Varsiabel Predeterminan {Karakteristik Daerah)

1. Pungutan daerah

2. Kemitmen anggaran pembangunan

A. | Faktor Sumber Alam
1. Kepadatan Populasi Jumlah penduduk per km2 wilayah
provinsi
2. Tingkat pendidikan masyarakat Angka melek huruf
3. Tingkat kesehatan masyarakat Persentase rumah tangga yang
memiliki sumber air minum dari
pompa/‘sumur/mata air
B. | Faktor Sumber Alam
1. Peran sektor primer dalam Rasio PDRB sektor primer terhadap
perekonomian total PDRB atas dasar harga konstan
2. Qutput sektor primer PDRB sektor primer per Km2 juas
C. | Faktor Infrastruktur
1. Ketersedizan akses jalan Rasio panjang jalan terhadap luas
wilayah
2. Ketersediaan listrik Persentase rumah tangga pengguna
listrik
D. | Karakteristix Pasar
1. Tingkat harga Indeks harga kensumen
2. Upah riil Upah minimum provinsi dibagi
IHK kali 100
E. | Faktor Kelembagaan Pemerintah

Rasio penerimaan retribusi thd pajak
dalam APBD konsolidasi provinsi +
kab/kota

Rasio anggaran pembangunan thd
total APBD konsolidasi provinsi +
kab/kota
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kemiskinan. Dalam A2(}, A3() dan A4(),
parameter variabel tingkat harga diha-
rapkan tidak signifikan mempengaruhi
pendapatan, investasi dan permintaan
masyarakat karena masing-masing meng-
acu pada harga konstan. Variabel upah
riil yang berada dalam A1() dibarapkan
bertanda negatif karena meningkatnya
upah riil akan mengurangi kemiskinan.
Upah riil yang berada dalam A2{.), A3{)dan
Ad() diharapkan bertanda positif karena
meningkatnya upah riil akan meningkat-
kan pendapatan, investasi dan permintaan
masyarakat.

Faktor kelembagaan pemerintah
daerah (pemda) dikonsepkan sebagai
kesesuaian kebijakan pemerintab daerah
terhadap program pengentasan kernis-
kinan. Dalam penelitian ini, faktor kelem-
bagaan pemda mencakup variabel pungut-
an daerah? dan variabel komitmen ang-
garan pembangunan. Secaraa prion, para-
meter dari variabel pungutan daerah diha-
rapkan bertanda positif dalam A1() karena
tingginya rasio pungutan retribusi ter-
hadap pajak menyebabkan daerah terse-
but kurang menarik bagi investasi dan
akhirnya akan berdampak pada tingkat
kemiskinan. Datam A2(), A3(1 dan A4(), para-
meter variabel pungutan daerah diharap-
kan bertanda negatif karena ketidakter-
tarikan investor akibat tingginya pungutan
di daerah akan berdampak pada rendah-
nya tingkat pendapatan, investasi dan
permintaan masyarakat. Variabel komitmen
anggaran pembangunan dalam A1(.)

diharapkan memiliki tanda negatif karena
peningkatan anggaran pembangunan
diduga akan mengurangi kemiskinan,
Dalam AZ2(.), A3() dan A4{) parameter
variabel ini diharapkan bertanda positif
karena peningkatan anggaran pemba-
ngunan diduga akan meningkatkan
pendapatan, investasi dan permintaan
masyarakat. |

Data Penelitian

Berdasarkan konsep dan definisi
variabel-variabel tersebut, jenis data dan
kode variabet di dalam model, beserta satu-
an yang digunakan dan surmnber perclehan
data disajikan pada Tabel 3. Penelitian inj
seluruhnya menggunakan data sekunder
yang berasal dari BPS nasional dan daerah,
Datanya bersifat panel provinsi untuk
periode tahun 1999-2002. Alasan pemi-
lihan periode ini antara lain adalah tidak
tersedianya data deret waktu (time series)
yang cukup panjang terkait masalah
kemiskinan di Indonesia. Hal ini terjadi
karena adanya perbedaan metoda peng-
ukuran kemiskinan, dalam hal ini dafam
penentuan garis kemiskinan, antara peri-
ode sebelum tahun 1990, 1993-1996, dan
sesudah tahun 1998, Di samping itu, pé_ri-
ode 1999-2002 dipilih karena pada tahun
rersebut geiolak ekonomi paska krisis sudah
mulai reda sehingga pengaruhnya yang
bersifat mendadak terhadap kemiskinan
diasumsikan berakhir.

Unit wilayah analisis adalah provinsi
dengan kemungkinan permaszalahan yang

Dalam peneliianint, pungutan daerah menggunakan proksi raslo penerimaan retribusi lerhadap pajak daerah dalam

APBD dengan mengacu pada penelitian KPPOD 2002, Idealnya, variabel pungutan daarah lebih baik menggunakan
proksi rasio pungulan daerah yang dasat hukum pemberlakuannya barmasalah 1erthadap 1otal pungutan daerah,
Namun data dimaksud yang dibutuhkan oleh penelitian ini, yaitu data derellinlang {cross-section) tingkal provinsi

1ahun 1999-20032, Lidak 1ersedia.
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Tabel 3
Variabel yang Digunakan
Variabel Endogen "~ LD, . SATUAN. JENIS  SBR
1. | Persentasi penduduk miskin {P_) A % Sekunder | BPS
2. | Indeks kedalaman kemiskinan(P ) , % Sekunder | BPS
3. | Indeks keparahan kemiskinan (P} ) % Sekunder | BPS
4. | Preduk domestik regional bruto
atas dasar konstan per kapita YKAP | Rp juta/jiwa|Sekunder | BPS
5. | Pembentukan modal tetap domestik bruto
atas dasar harga konstan per kagita IKAP Rp juta/jiwa | Sekunder | BPS
6. | Permintaan domestik atas dasar harga
konstan per kapita DKAP | Rp juta/jiwa| Sekunder | BPS
1'_'§fg’_-li|;'l—iél Predeten'ninan (iihraicte;islik Daerah).-". .
1. | Jumlah penduduk per km2 wilayahprov. | KPOP Jiwasken2 | Sekunder | BPS
2. | Angka melek huruf AMH % Sekunder | BPS
3. | Persentasi rumah tangga yang memiliki
sumber air minumn dari pompa/sumur/ y
mata air RMINUM % Sekunder | BPS
4, | Rasio PDRB seklor prirner terhadap
total PORB atas dasar harga konstan P5P % Sekunder | BPS
PDRB sektor primer per km2 luas wilayah| OSP Rp juta/km?2| Sekunder | BPS
6. | Rasio panjang jalanterhadap luas wilayah | RIALAN kmskrm2 | Sekunder | BPS
Persentase rumah tangga pengguna
listrik RLISTRIK % Sekunder | BPS
8. | Indeks harga konsumen 1HK - Sekunder | BPS
9. | Upah minimum provinst dibagi IHK
kali 100 UPAHR | ribu/bulan | Sekunder | BPS
10.t Rasio penerimaan retribusi thd pajak
dalam APBD konsolidasi propinsi +
kab/kota RPUNGUT % Sekunder | BPS
11.| Rasio anggaran pembangunan thd
total APBD konsolidasi propinsi +
kab/kota RBANGUN % Sekunder | BPS
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muncul adalah: (1) adanya pemekaran
provinsi yaitu Bangka Belitung sebagai
pecahan Sumatera Selatan, Banten seba-
gai pecahan Jawa Barat, dan Gorontalo
sebagai pecahan Sufawesi Utara; serta (2)
adanya wilayah yang masih mengalami
gejolak sosial/konflik yaitu NAD Aceh dan
Maluku sehingga data kedua provinsi ter-
sebut selama periode kanflik menjadi
tidak tersedia di BPS. Permasalahan per-
tama diatasi dengan tetap mengacu pada
wilayah induknya melalui upaya konso-
lidasi data wilayah pemekaran. Hal ini
dilakukan untuk mempertahankan keber-
lanjutan dan kesetaraan data secara spa-
sial. Permasalahan kedua diatasi dengan
cara mengeluarkan wilayah-wilayah yang
bergejolak dari cakupan analisis.

Penyelesaian Persamaan Simultan

Sebagaimana telah diuraikan sebe-
lumnya, sistem persamaan yang mem-
bentuk model lingkaran kemiskinan ter-
diri atas empat persamaan struktural. Persa-
maan-persamaan tersebut dimodifikasi
dengan menggunakan double log untuk
mengatasi masalah heteroskedastisitas
yang biasa ditemnui pada data deretlintang.
Bila LnKD1{.}, LnKD2{.), EnKD3(.) dan
LnKD4(.]) adalah vektor kolom variabel
karakteristik daerah dalam bentuk log,
maka sistem persamaan lingkaran kemis-
kinan yang akan diestimasi dalam peneli-
tian ini adalah:

Henri Theil dan Robert Bassman .

{Gujarati 1978) mengembangkan suatu

metoda untuk menyelesaikan model pei-

samaan simultan yang dikenal dengan
kuadrat terkecil dua tahap alav rwo stages
least squares (TSLS). Metode TSLS dapat
diterapkan pada satu persamaan indivi-
duval dalam model tanpa memperhi-
tungkan persamaan fain dalam sistern,
Jadi untuk memecahkan model yang
komnpleks, TSLS menawarkan suatu metode
yang ekonomis. Metode ini mudah dite-
rapkan karena hanya membutuhkan pen-
definisian variabel predeterminan dalam
model. Dengankelebihan dankemudahan
yang dimiliki, metoda T5LS akan diguna-
kan dalam penelitian ini. Untuk menda-
patkan persamaan-persamaan tersebut,
pengolahan data dilakukan dengan meng-
gunakan aplikasi statistik Eviews.

Dalam hal 1erjadi masalah hetero-
skedastisitas yang tidak diketahui polanya,
penggunaan meteda T5L5 akan meng-
hasilkan estimasi parameter yang tetap
konsiiten tetapi nilai t statistik yang diha-
silkan tidak bisa digunakan sebagai dasar
pengambilan kesimpulan atau inferensi
(Gujarati 1978; Sumodiningrat 2003). Untuk
mengatasinya digunakan metoda weighted
TSLS. Pada metoda ini, TSLS akan diterap-
kan pada tahap pertama dan pada tahap
berikutnya dilakukan T5LS dengan mem-
berikan bobot pada setiap observasi secara
proporsional sesuai kebaltkan dasi varians
yang dihasitkan dari TSLS tahap pertama.

EV:LafP) = €4 €, In(YKAP) + C, In{AMH) + C, "In{PSP} + C, *In{RLISTRIK) + €, *In{RPUNGUT)

E2: L{YKAP) = C,o+ C,,"InlIKAP) + C,,*In{RLISTRIK)

E3: La(IKAP) = C+ C, *In[DKAP)

E4: Ln{DKAP) = €+ €, "InfP ) + €, In{MINUM) + C,,*In{UPAHR) + C,,*In(RBANGUN)
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PEMBAHASAN

Analisis Spasial

Walau secara statistik deskriptif dapat
dengan mudah ditunjukkan adanya ketim-
pangan-ketimpangan antardaerah, perta-
nyaan mengenai apakah ketimpangan
tersebut menetap dari waktu ke waktu
secara spasial tetap belum terjawab. Bila
pertanyaan tersebut berhasil dijawab dan
menunjukkan ada ketimpangan yang
menetap dari waktu ke waktu, maka sema-
kin kuat dugaan bahwa daerah yang ler-
tinggal akan tetap tertinggal relatif terha-
dap daerah lainnya. Kondisi ini menjadi
sebuah petunjuk ke arah adanya lingkaran
kemiskinan.

Analisis spasial dilakukan dengan
menghitung Indeks Williamson (W} dengan
formula sebagai berikut (Kuncoro 2002):

IW=1/A * SQRT (E (A~ A)*"P/N)

dimana:

A = nilai rata-rata vaniabel A secara nasional,
A, = nilai variabel A provinsi ke-i,

P, = jumlah penduduk provinsi ke-i,

N =jumlah penduduk nasional.

Nilai IW berada antara 0 dan 1. Bila nilai-
nya mendekati O berarti distribusi variabel
A sangat merata, sebaliknya bila nilainya
mendekati 1 berarti disparilas variabel A
sangat tinggi. Nilai IW untuk pendapatan
per kapita YKAP dari tahun 19599 hingga
2002 berturut-turut adalah 0,66, 0,65, 0,67,
dan 0,66. Besar nilai IW tersebut menun-
jukkan adanya disparitas yang tinggi dan
menelap selama periode tersebut. Semen-
tara itu, ni%ai IW untuk ringkat kemiskinan
Pn adalah0,36,0,36,0,33 dan 0,36 danmenun-
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jukkan adanya disparitas yang cukup dan
juga menetap selama periode yang sarna.

Model yang Dihasilkan

Melalui langkah-langkah yang telah
dijelaskan pada bagian sebelumnya, ada
tiga model lingkaran kemiskinan yang diha-
silkan penelitian ini yaitu masing-masing
untuk P, (Tabel 4), serta P, dan P,. Dari
tabel tersebut tampak bahwa tingkat
signifikasi koefisien regresi yang dihasil-
kan berada pada tingkat nyata 99 persen
untuk model lingkaran kemiskinan P,
sedangkan pada model P, dan P, tingkat
signifikasi menurun menjadi 95 persen.
Koefisien determinasi juga menurun bila
variabel P, digantikan oleh P, dan P,.

Berdasarkan kriteria ekonometrika,
model terbaik diantara ketiga model ter-
sebut adalah model lingkaran kemiskinan
P.. Model tersebut diterjemahkan ke
dalam bentuk bagan seperti ditunjukkan
pada Gambar 3. Tanda panah pada gambar
tersebut menunjukkan arah kausalitas,
sedanglan tanda positif (+) dan negatif (-)
masing-masing menunjukkan hubungan
searah dan berlawanan.

Evaluasi terhadap Kriteria “Bermakna
SecaraTeoritis”

Dalam model lingkaran kemiskinan
P, tanda {positif atau negatif} dari setiap
paramater menunjukkan makna dari hu-
bungan antara variabel penjelas dengan
variabel yang dijelaskan. Dalam persamaan
tingkat kemiskinan E,, parameter dari vari-
abel pendapatan per kapita YKAP memiliki
tanda negatif yang berarti bahwa semakin
\inggi pendapatan per kapita suatu daerzh
maka akan semakin rendah tingkat kemis-
kinan daerah tersebut {dengan asumsi tidak
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Tahel 4
Parameter yang Dihasilkan dan Tingkat Signifikasi dari Model
Persamaan Kemiskinan P,

Persamaan Kemiskinan P,

Log (P =C  +C, Tog (YKAP) + C, logiAMH} + | log(PSP) + €, Ton{ALISTRIK} + C,, log{RPUNGUT)

Parameter Koefislen S1d. Errer [-5131 Prob.

RSquared : 0,7313 [ 12,8907 1,72Q2 74938 0.0000
Adj. R-Squared : 0,7163 C, (0,3463) 0.0847 {4,0893} 0,001
SE of Regression : 0,2866 G {2,058} 0.3686 {5.6585} 0,0000
DW Stat: 2,1563 Cy 0,1099 0.0315 3,4846 0,0006
Mean Dep, var : 2,8852 <, {0,3386) 01226 {2,7627} 0,0060
$.D.Dep.var: 0,5381 L. 0,1916 0,0585 3,2740 0,0012
Sum Squared resid : 7,3932

Persamaan Pendapatan (YKAP)
Lag (YKAP) = C,, + C,+ loglIKAP} + C,, *log (RLISTRIK)

Parameter Koehsien Swd.Error t-stat Prob.
R.Squared : 0,9023 <, 0.1220 0.3179 0,3837 0,704
Adj. R-Squared : 0,9002 <, 0,7485 0,0343 21,8279 0,0000
SE of Regression : 0,1905 <, 0,2724 0,0722 3,7750 0,0002
DWW Stat: 2,1208
Mean Dep.var:0,6244
S.D.Dep.var:0,6029
Sum Squared resid : 3,3754
Persamaan Investasi (IKAP}
Log (IKAP) = C,, + C,, *log (DKAP)

Paramerer Koeiislen Sid Error t-slal Frob.
RSquared : 06,9100 o {1,6531}) 0.0382 | {43,2814) | 00,0000
Adj. R-Squared : 0,5090 ¢, 1,4161 0.0565 25,0592 0,0000

SE of Regressian : 0,2253

DW Stat:2,4284

Mean Dep. var : (0,8844)
$.D.Dep.var : {D,7469)

Sum Squared resid ; (4,7716)
Persamaan Permintaan (DKAP}

Log (DRAP) = C,, + C_ *log (PO) + C,, *log (RMINUM)+C, *logiUPAHR} + C,,"log(RBANGUN]
Parameter Koefisien Std.Enor t-stal Prob.
R.Squared : 0.6224 Co (10,0353} | 1,9756 (5.0795) 0,0000
Ad). R-5quared : 0.6058 Cy (0,2431) 0,0859 (2,8300] 0,0049
SE of Regression : 0.3122 Sy 1,1011 0,3229 3,4095 0,0007
DW Stat: 2.1679 Cy 09716 0,1405 6,9152 0,0000
Mean Dep. var; 0.5429 y 0,5512 0,1603 3,4372 0.0007

5.D.Depvar:0.4973
Sum Sguared resid ; 8.8687
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Gambar3
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terjadi perubahan dalam distribusi penda-
patan}. Parameter dari variabel tingkat pen-
didikan masyarakat {AMH) juga bertanda
negatil dan ini menjelaskan bahwa me-
ningkatnya tingkat pendidikan masyara-
kat di suatu daerah akan mengurangi ting-
kat kemiskinan di daerah tersebut. Alasan-
nya adalah bahwa masyarakat yang memi-
liki pendidikan lebih baik akan cenderung
memperoleh upah yang lebih besar.
Parameter variabel peran sektor pri-
mer {PSP) yang bertanda positif dapat dite-
rima dengan alasan bahwa semakin domi-
nan sektor primer dalam perekonomian
suatu daerah akan semakin tinggi pula
tingkat kemiskinan daerah tersebut. Hal
ini terjadi karena masyarakat yang bekerja
di sekior primer cenderung memiliki pro-
duktivitas yang lebih rendah dibanding
mereka yang bekerja di sektor industri dan
jasa. Parameter variabel ketersediaan infra-
struktur jalan dan listrik (RLISTRIK} juga
bertanda negatif yang berarti bahwa mem-
baiknya ketersediaan infrastruktur di suatu
daerah akan menurunkan tingkat kemis-
kinan daerah tersebut seiring dengan mem-
baiknya kegiatan ekonomi. Terakhir, para-

174

meter variabel rasio pungutan retribusi
terhadap pajak (RPUNGUT) bertanda posi-
tif dengan penjelasan bahwa semakin
besarnya rasio pungutan retribusi terhadap
pajak suatu daerah akan menaikkan tingkat
kemiskinan daerah tersebut akibat menu-
runnya minat investor ke daerah tersebut,
Dalam persamaan pendapatan E,,
parameter variabel investasi per kapita
{IAP} bertanda positif yang berarti bahwa
semakin tingginya investasi per kapita
suatu daerah akan mendorong naik pen-
dapatan per kapita daerah tersebut karena
investast akan mendorong pertumbuhan
ekonomi.Parameter variabel ketersediaan
infrastruktur (RLISTRIK} mermiliki tanda
positif dengan penjelasan balwa semakin
baik ketersediaan infrastruktur di suatu
daerzh,akan semakin tinggi pendapatan
per kapita daerah tersebul. Membaiknya
infrastruktur diyakini akan semakin men-
doreng kegiatan ekonomi,
Dalam persamaan investasi E,, parameter
variabel permintaan per kapita {DKAP)
bertanda positif yang berarti bahwa
meningkatnya permintaan per kapita
suatu daerah akan meningkatkan pula
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investasi per kapita daerah tersebut. Besar-
an investasi di suatu daerah akan sangat
lergantung dari permintaan barang atau
jasa. Dalam persamaan permintaan, para-
meier variabel tingkat kemiskinan P ber-
landa negalif dengan penjelasan bahwa
sernakin tinggi tingkat kemiskinan suatu
daerah akan menyebabkan semakin ren-
dahnya permintaan per kapita daerah ter-
sebut. Hal ini terjadi sebagai akibat dari
terbatasnya sumber pembiayaan untuk
pemenuhan kebutuhan barang dan jasa,
Parameter variabel tingkat kese-
hatan masyarakat (RMINUM) bertanda
positif yang berarti bahwa membaiknya
kesehatan masyarakat suatu daerah akan
meningkatkan permintaan per kapita
daerah tersebut seiring semakin banyaknya
aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan.
Parameter vpah riil (UPAHR) bertanda
positif yang bermakna bahwa kenaikan
upah riil ma-syarakat di suatu daerah akan
menyebabkan peningkatan permintaan
karena meningkatkan dana yang tersedia
bagi pemenuhan kebutvhan barang dan
jasa. Parameter dari variabel komitmen
pemerintah daerah terhadap pemba-
ngunan (RBANGUN) memiliki tanda posiiif
dan ini berarti bahwa membaiknya komit-
men pemda (yang dicerminkan dalam
peningkatan realisasi alokasi belanja pem-
bangunan yang memihak pada masyarakat
miskin} akan menyebabkan semakin
tingginya permintaan masyarakat akibat
manfaat ekonomi yang diperoleh dari
kegiatan pembangunan tersebut,

Evaluasiterhadap Kriteria“Nyata Secara
Statistik”

Permasalahan heteroskedastisitas
yang terjadi pada persarmaan-persamaan
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dalam model sudah ditangani dengan
menggunakan metoda weighted TSLS,
Dengan demikian seluruh parameter du-
gaan yang dihasilkan sudah memenuhi
kriteria BLUE {best, linear, unbiased and
efficient). Tingkat signifikansi {nilai t statis-
tik} dari parameter-parameter yang diha-
silkan juga cukup baik pada tingkat kesa-
lahan 1 persen untuk model lingkaran
kemiskinan P_. Demikian juga koefisien
determinasi (adjusted R-squared) yang
berada antara 60 hingga 90 persen, Angka
ini sudah cukup tinggi untuk persamaan
regresi yang menggunakan data panel.

Daya Prediksi

Secara teoritis {Gujarati 1978), bila
kaefisien U-Theil bernilai sama dengan ¢
maka berarti model memiliki daya prediksi
sempurna terhadap fenomena yang ada
{perfect fir). Bila koefisien yang sama bar-
nilai sama dengan 1 berarti model tidak
memiliki daya prediksi sama sekali ter-
hadap fenomena yang ada {imperfect fit).
Daya prediksimodel lingkaran kemiskinan P,
refatil batk untuk variabel tingkat kernis-
kinan (P_} yaitu 0,1088, namun kurang baik
untuk variabel YKAP IKAP dan DKAP.

Simulasi Kebifakan

Simulasi dilakukan untuk mengeta-
hui perilaku variabel endogen apabila ter-
jadi kejutan (shock) pada satu variabel pre-
determinan. Dalam hal ini, shock pada
variabel predeterminan dianggap sebagai
instrumen kebijakan, dan peritaku varia-
bel endogen dianggap sebagai pengaruh
atau akibat dari kebijakan dimaksud. Tabel
5 menunjukkan jenis shock kebijakan de-
ngan menggunakan model lingkaran ke-
miskinan yang telah dihasilkan oleh pene-
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Tabel 5
Shock Kebijakanyang Dilakukanterhadap ModelP,

Variabel Kebijakan

D Shock Kebijakan

1. | Angka melek huruf

2 | Persentase rumah tangga yang
memiliki sumber air minum dari
pompa/sumur/mata air

3 | Rasio PDRB sekior primer terhadap
total PDRE atas dasar harga konstan

4. | Persenlase rumah tangga pengguna
listrik

5. | Upah minimum provinsi dibagi IHK
kali 100

& | Rasito penerimaan retribusi thd pajak
dalam APBD konsolidasi provinsi+
kab/kota

7. | Rasio anggaran pembangunan thd
total APBD konsolidari provinsi +
kab/kota

RMINUM | Dinaildan 1% dari jumlah

BLISTRIK | Dinaikkan 1% dari jumlah

RPUNGUT | Diturunkan 1% dan penenmaan

RBANGUN| Dinaikkan 1% dari total APBD

AMH Dinaikkan 1% dari jurnlah
penduduk provinsi

rumah tangga provinsi

PSP Diturunkan 1% dari total
atas dasar harga konstan

rumah tangga provinsi

UPAHR | Dinaikkan Rp1.000.- per bufan

pajak dalam APBD provinsi
dan kab/kota

provinsi dan kab/Kota secara
bersamaan

litian ini. Perlu digarishawahi bahwa shock
kebijakan dilakukan satu per satu, tidak
secara bersama-sama dan diberikan hanya
terhadap P.

Pengaruh masing-masing shock ke-
bijakan terhadap variabel tingkat kerniskin-
an P, dapat dilihat pada Tabel 6. Terlihat
bahwa dengan menaikkan angka melek
huruf sebesar 1 persen, tingkat kemiskinan
secara nasional akan berkurang sebesar
0,53 persen. Pengaruh paling besar {lebih
dari 1 persen) akan diterima oleh Provinsi
Papua, NTB dan NTT yang pada periode
1999-2002 lalu memiliki angka melek
hrul relatif lebih rendab dibanding pro-
vinsi lainnya. Terlihat pula bahwa dengan
menaikkan jumlah rumah tangga yang

memiliki sumber air minurn sebesar 1 per-
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sen, tingkat kemiskinan secara nasional
akan berkurang sebesar 0,12 persen. Penga-
ruh paling besar dari kebijakan ini juga akan
dirasakan oleh Provinsi Papua, NTB dan NTT.

Tabel 6 juga menunjukkan penggu-
naan instrumen kebijakan perubahan
struktur ekonomi. Dengan menurunkan
peran sektor primer, misalnya melaluikebi-
jakan industnialisasi, sebesar 1 persen dari
total PDRB (tanpa diartikan babwa nilai
nominal output sektor primer harus ber-
kurang), lingkat kemiskinan diperkirakan
akan menurun sebesar 0,11 persen. Penga-
rubi kebijakan menaikkan 1 persen jumlab
rumah tanaga pengguna listrik {tentu saja
dengan suplai yang sesuai) akan menurun-
kan tingkat kemiskinan sebanyak 0,03
persen, Selain itu, pengaruh kebijakan
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Tabel &
Pengaruh Shock terhadap Tingkat Kemiskinan PO {dalam %)

Provinsi AMH | RMINUM | PSP ALISTRIK | UPAHR | RPUNGUT | RBANGUN
Sumatera Utara 031 0,07 0,06 0,02 0,04 017 0,08
Sumatera Barat 040 0,10 0,09 0,02 0,07 014 an
Riau 0,29 0,06 0,03 0,02 0,04 0,23 0,06
Jambi 045 0,10 0,07 0.03 0,08 0,13 o1
Sumatera Selatan 041 0,09 0,06 0,03 0,07 018 0,10
Bengkulu 0,55 0,12 0.09 0,03 0,10 0,09 0,13
Lampung 0,49 010 007 0,04 0,08 015 012
DKl Jakarta 0,09 002 - 0,00 om 012 0,02
Jawa Barat 0,40 0,09 012 0,02 0,06 012 0,02
Jawa Tengah 0,69 0,15 0,16 0,03 0,10 011 022
Dl Yogyakarta 0,58 0,10 016 0,02 0,05 015 0,16
Jawa Timur 0,63 0,13 016 002 0,09 018 a15
Bali 0.36 0,07 0,09 oo 0,05 047 007
NTB 113 0,27 0,10 0,05 0,16 0,20 022
NTT 107 0,25 0,14 0,11 015 0,08 024
Kalimantan Barat 049 0,10 .10 0,03 007 0.2 Q10
Kalimantan Tengah| 041 0,08 0.06 0,03 0,05 0,06 008
Kalimantan Selatan| 040 0,09 0.06 0,02 0,06 015 0,10
Kalimantan Timur 40 0,09 0.06 0,02 0,05 0,09 Q.09
Sulawesi Utara 036 0,08 0,06 0,02 0.06 0,10 .09
Sulawesi Tengah 0,50 013 0,06 0,03 0,10 019 Q11
Sulawesi Selatan 074 018 0,10 004 0,10 017 Q.18
Sulawesi Tenggara | 0,68 0,16 0,10 0.04 0,10 0,17 0,18
Papua 1019 0,23 0,07 310 009 0,19 0,20
Rata-rata 0,63 0,12 0,11 0,03 0,08 0,15 0,14

menaikkan upah riil sebesar Rp1.000 baik
melalui peningkatan produktivitas atau
bersaman dengan mengendalikan tingkat
harga, akan menurunkan tingkat kemis-
kinan sebesar 0,08 persen. Pengarsh
kebijakan perbaikan kelembagaan pemda
yaitu dengan menurunkan rasio pungutan
restribusi sebesar 1 persen dari total pajak,
akan menurunkan jumlah penduduk rmis-
kin sebesar 0,15 persen, Sementara itu,

177

dengan meningkatkan belanja pemba-
ngunan sebanyak 1 persen dari total APBD,
jurnlah penduduk miskin akan berkurang
sebesar 0,14 parsen,

KESIMPULANDAN SARAN KEBJAKAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini mendukung
teori Nurkse yang menyatakan bahwa ke-
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miskinan suatu daerah adalah sebab
sekaligus akibat. Penelitian ini membukti-
kan adanya kausalitas melingkar yaitu
bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi
di suatu daerah terjadi karena rendahnya
pendapatan per kapita daerah tersebut,
dan pendapalan per kapita daerah yang
rendah terjadi karena investasi per kapita
yang juga rendah, Rendahnya tingkat
investasi per kapita tersebut disebabkan
aleh permintaan domestik per kapita yang
rendah, sedangkan permintaan domestik
per kapita yang rendah terjadi karena
tingkat kemiskinan yang tinggi, dan demi-
kian seterusnya.

Berbeda dengan tecri Nurkse yang
cenderung pesimistis lerhadap masa depan
suatu negara atau daerah yang 1ertinggal,
penelitian ini menghasilkan model ting-
karan kemiskinan yang lebih optimistis.
Model ini percaya bahwa terdapat peluang
bagi daerah yang tertinggal untuk keluar
dari lingkaran kemniskinan,

Saran

Untuk mengurangi tingkat kemis-
kinan suatu daerah, berdasarkan model
lingkaran kemiskinan yang dihasilkan
penelitian ini, Pemerintah Pusat dan
atau pemerintah daerah dapat mengam-
bil kebijakan antara lain melalui: (@) per-
baikan kualitas sumber daya manusia ter-
utama melalui peningkatan pendidikan
dan kesehalan masyarakat, (b} pengem-
bangan sekror industri dan jasa sehingga
perannya lerhadap perekonomian daerah
dapat meningkat, {¢) peningkatan keter-
sediaan infrastruktur uniuk mendukung
perekonomian daerah terutama transpor-
tasi [jalan) dan energi (listrik); (d) perbaikan
upah il masyarakat antara lain melalui
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peningkatan produkiivitas dan pengen-
dalian taju inflasi, serta (e} peningkatan
kualitas tatapemerintahan daerah terutama
dengan mengurangi pungutan-pungutan
vang tidak mendukung investasi dan peng-
alokasian anggaran dalam APBD yang
lebih memihak masyarakat miskin.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keter-

batasan yaitu:

1. Definisi dan konsep kemiskinan yang
digunakan hanya dipandang atau di-
dekati dari sisi ketidakmampuan eko-
nomi dalam memenuhi kebutuhan
dasar. Pada kenyataannya, kemiskinan
memiliki dimensi yang lebih kompleks
menyangkut aspek sosial, politik dan
budaya,

2. Garis kemiskinan yang digunakan
dalam penelitian ini mengacu pada
metoda BP5, sementara metoda terse-
but dikritik karena kurang memen-
tingkan keterbandingan antarwaktu
dan antarwilayah. Dengan demikian,
koreksi sedikii terhadap garis kemis-
kinan tersebut diyakini akan sangat
sensitif terhadap tingkat kemiskinan,
yang pada gilirannya mungkin akan
berpengaruh 1erhadap hasil dari pene-
litian ini.

3. Unit wilayah anpalisis adalah provinsi
dengan memandang satu wilayah
provinst dengan karakteristik yang
hoemogen, Pada kenyataannya, di dalam
satu provinsi terdapat wilayah-wilayah
dengan karakteristik yang berbeda-
beda bahkan tidak menuiup kemung-
kinan adanya disparitas yang tinggi di
dalam satu provinsi.

4. Karakteristik daerah dalam penelitian
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ini hanya diwakili oleh sebelas varia-
bel, Pada kenyataannya, karakteristik
daerah bersifat kompleks sehingga tidak
cukup hanya diwakili oleh sebelas
variabel tersebut.

5. Mengacu pada penelitian yang dileku-
kan KPPOD (KPPOD 2002), variabel
pungutan daerah yang ada dalam
madel penelitian ini menggunakan
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